
. BUPATI TANA TORAJA
PROVINS] SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEYIT.TT}N DANA JAMINAN PERSALINAN PADADINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA idiilJA"'^
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

MenimbanB a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan
bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten
sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendekatkan
akses pelayanan dan mencegah terjadinya
keterlambatan dalam penanganalnya;
bahwa agar pergelolaan dan pemanfaatan dana
Jaminan Persalinan sesuai dengan tujuan dan
sasaran prograrrr yang telai ditetapkan dalam /
PeratLrrar Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2clt6 /
rentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana nlokasir
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2017, maka di daerah perlu mengatur Iebih lanjut
pemanfaatan dana Jaminan Persalinan dengan

Peraturan Bupati; ,l)-

b

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se

dimaksud dalam huruf a dal b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pemanfaatan

Dana Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017;



Mengingat L Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan l€mbaran Negara Republik
lndonesia Nomor tg22 );

2. Undaag-Undang Nomor l5 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ( I€mba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentarg
Praktek Kedokteran ( lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 nomor 116, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan ( I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l.embaran Negara
Republik tndonesia Nomor 5063 );

5. Undang - Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST

)sebagaimana telah di ubah beberapa kali teralhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2OtS
tentang Perubahan kedua atas Undang_ Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembarar Negara Republik Indoncsia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

6. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor at Tahun 1l!,
2015 tentang PembentukaJr Produk Hukum Daerah; '7

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2O18Vl -
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran

2017',

/



g. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerahi

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5
Tahun 2O1T tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;

11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015
tentang Ta f pelayanaa Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah RSUD Lakipadada;

12. Peraruran Bupati Tana Toraja Nornor 23 "fahun 2O)7
tentang penjabaran Anggaran pendapatan darl
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 17;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
YP.YJURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANAJAMINAN PERSALINAN PADA DTNAS KESEHAiAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Torqia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tora-ja sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangar daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
5. Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat

BPKAD adalah BPKAD Kabupat€n Tana Toraja.
7 Fasilitas KesehatAn adalah unit-unit tekhnis Dinas Kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada
masvAreket vAns terdiri dari Rrrmah Sakif I Imtrm .lrn h:skesrnas

8. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama

vang terdiri dari Puskesmas induk. Puskesmas pembantu (pustu).

Puskesmas Keliling/Ambutance, Polindes dan atau Poskesdes

Y
/

ty
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9 Dana Jaminan persalinan merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan lbu dan
Anak.

10. Fasilitas Kesehatarr primer adalah fasilitas pelaya.rlarl kesehatan yang
memberikan layanan kesehatan dasar yaitu puskesmas.

l l. Fasilitas Kesehatan Sekunder/Tertier adalah fasilitas
memberikan pelayanan yang bersifat subspesialis/spesialis

Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan laJr\nyaot,

dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/kmbang /
yang diketahui oleh Camat;

yang

yaitu
Rumah Satrit'Iype D hingga Rumah Sakit Type A.

12. Ibu hamil beresiko tinggi adalah ibu hamil yang mengalami resiko
atau baiaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun
persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil normal

13. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah suatu
tempat atau ruargan atau rumah yang berada di dekat fasilitas
pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal
sementara bagi ibu hamil dai pendampingnya selama beberapa hari
sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah persalinan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Jampersal di Kabupaten Tana Toraja, meliputi :

a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan
yang kompeten;

b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);

c. Pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi
baru lahir;

BAB III
KEPESERIAAN

Pasal 3

Dana Jampersa.l dapat digunakan untuk membiayai

persaiinan/perawatan kehamitran risiko tinggi di fasilitas pelayanan

kesehatan bagi :

a. Ibu hamil / bersalin miskin dan tidak mampu W^g b.t r /
mempunyai jaminal pembiayaar oleh Jamina.rt Kesehatar

BAE} II
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN
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b. Penerima baltuan hanya berlaku di perawataa/pelayanan kelas III
sesuai dengar pelayanan bagi penerima bantuan iuran (pBI) dan
tidak diperbotehkan naik ketas.

BAB V
PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSAIINAN

Pasal 5

Dana Jaminan Persalinan dipergunakan untuk kegiatan metiputi :

a. rujukan (pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas
pelayanar kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan
persalinan) meliputi :

1. rujukan ibu hamil/ibu bersa.lin normal dari rumah ibu

:;"'j"T;"T;".:1"?:3I?-Tl;x P.^",er b ar:a,

kesehatan primer,

2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :

a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilit€.s pelayanan

kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasili
pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan

sekunder/ tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke

fasilitas pelayarran kesehatan rujukan sekunder/tertier

b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi

medis.

/

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA JAMINAN PERSALINAN

pasal 4

Dana Jaminar persalinan dialokasikal untuk Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Toraja untuk kemudian diten_rskan ke puskesmas

dan Rumah Sakit Umum dihitung berdasarkan formuLa
dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang
mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kcsehatan
untuk pertolongan persatinan, tidak mempunyai biaya untuk
membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan
kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya
sebagai tempat tinggal sementara mendekati hari kelahiran.
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b. sewa dan operasional Rumah T\rnggu Kelahiran (t{IK) termasuk
makar dan minum bagi pasien dan keluarga pendamping /kader,

c. pertolongan persalinan, perawatan kehernilal risiko tinggi atas
indikasi di fasilitas pelayanan kesehatar yalg kompeten dengan
fasittas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu
Indonesia Sehat penerima Bantuan Iuran (pBI) kelas III berupa :

1. biaya jasa pertolongan persalinan
2. perawatan kehamilan resiko tinggi
3. pelayanan KB pasca persalinan dengan a.lat kontrasepsi

disiapkan oleh Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana;

4. perawatan bayi baru lairir
5. skrining Hypotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir
6. sectio dengan Indikasi Medis

d. dukungal manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan
Kabupaten untuk
verifikasi klaim,

kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi,
survei dan kontmk RIK, pembinaan,

pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi

(l) pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas
(PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal kecua.li ibu hamil
risiko tinggi yang ataB indikasi medis p€rtu pelayanan/ perawatan
di fasilitas rujukan sekunder/tersier

(2) penerima barltuarl Jampersai tidak di perbolehkan naik kelas
dengan biaya sendiri, harus sesuai dengaa ketentuan yang berlaku
pada PBL

(3) besararr biaya pertolongan persalinarr dan perawatan 
".ruJdengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional oleh Badar penyetenggara Jaminan Sosia_l

BAB VI
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

a. biaya peialanan dinas petugas kesehatan termaauk kader;

b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;

c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:

Pasal 6

Y
fi,



7-

pasal 8

Standar biaya dana Jaminan persalinal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 berdasarkan :

a. standar biaya dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
b. Peratura! Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 6 Tahun 2O1l

tentang Retribusi Jasa Umum
c. Tarif INA-CBG untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjutan (FKRTL)

Pasal 9

(1) Dana Jarninarr Persalinan tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja
tidak langsung, belanja modal, pembelian obat & va_ksin, bayar
iuran/premi;

(2) Apabila Rumah Sakit telah melakukan pelayanan kesehatan darr
mendapatkan pembayaran klaim dari Tim pengelola Jaminan
Persalinan Kabupaten, maka dana tersebut menjadi kewenangan
Rumah Sakit dalarn pengelolaannya;

(3) Apabila Puskesmas telah melakukan pelayanan kesehata /
mendapatkan pembayaran klaim dari Tim pengelola ,;r:Y
Persalinan Kabupaten, maka dana tersebut dapat dipergunakan
oleh Puskesmas;

(4) Alokasi penggunaan dala jampersal pada Puskesmas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkar sebagai berikut . ,tb-
a. 70olo dipergr:nakan untuk pembayaJan jasa persalinan bagi

petugas yang menolong;

b. 30% dipergunaka! untuk pembayarar biaya operasional

pelayanan kesehatan

1. sewa Rumah beserta kelengkapan perabot rumah,
2. mal<an dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang berada

di RTK,

3. langganan air, Iistrik, kebersihan;
d. jasa pcmeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
e. honor Pegawai Negeri Sipil dan non pegawai Negeri Sipil;
f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialiasi;
g. penyediaan barang habis pakai;

h. belanja pencetakan darr penggandaan;

i. belanja jasa pengiriman specimen.



(5) Biaya operasionai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) dipergunakan untuk:
a. Penyediaan Bahan Medis Habie pakai (BMHp);
b. Belanja Bahan cetak atau ATK
c. Pelaksaneer Supe.vjsj Fasilitatif ke fus*.sdes1pustu

(1) Standar tarif perayanan kesehataa datam perayanan Jaminan
Persalinan mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 52 ?alun 2016 tentang Standar Tarif pe.layanaa
Kesehatan Dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan /
sebagaimana tereartum dalam Lampiran I yants merupakan U"gr"rrk
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

{2) Pelayalan Kesrhalao i:talarn Janjilsa pefsalina$ set*qaimala
dioaksud pada ayat (1) terdii atas:
a. Pelayanai Jamprsal di hrskes&as, meliputi:

1. paket perawatan dan persalinan pervaginsm normal yang
dtlakukaa oleh Bi&a/Bokter

2. paket perawatan & persalinan pervagina"r, dengan tindakan

-a-

eaergerlsi dasar di hrskesaas FONED
3. pelayanan Keluarga Berencana pasca Salin berupa

Peaasangan I&"plant/IUD daa Fetaysnan sundk KB
4. perawatan Balr Baru Lahir

b. Pelayanan Jampersal di Ruoab Sakit Unum:
1. paket perawatan & pertolongan persalinan pervaginam

norsl€l yang dilakrkan oleh Bidsn/Dokter serta perarFa

bayi baru lahir;

2. pqket Opdrasi lb bedaharl Seetio Caesaria;

3. paket perawatan bayi baru lahir perhari;

perdarahan, hyperemesis, HLpertensi Dalam Kehamilan);

5. paket skriniig hipothiroid kongenital bayi baru lahir a
6. pelayanan KB pasca salin berupa suntik, pemasangan

implaflt/lUD

BABVlI
BESARAN BIAYA PELAYANAN DANA JAMPERSAL

Pas&i 10

4- paket perurganan & pera!.ata'l komplikasi obstetii {abortus,
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c Tarif rujukan pertorongan persalinan da,,, perawatan kehamilan
risiko tinggi mengacu pada peraturan Daerah Tana roraja uo. oTahun 201 1 , tentang Retribusi Jasa Umum

d. Biaya Makarr dan Minum Ibu Hamil /rh,r Ni.-- ,.r^_ n- ,

*rana tnliaa) di Ruiaa, ; 
Hamil/Ibu Nifas dan Pendamping

sebelum melahirkan o". a nJfl",f'a,'irarr' kmafts,,nai 

3 had

e. Biaya Sewa Rur*ah Tunggu }iela*rirar: disesuaikan de*garr
kondisi dan kelengkapan Rumai yang akan disewa dengan
kritcria :

1. Jarak Rumah Tunggu r 15 menit berjaiarl kaki dan I 10
menit r,:enggunakan kendaraa_rr ke Faqyankes

2- Rumah Tunggu harus memiliki fasilitas sebagai rumah
tingat sepcrti tempat tidur, kamar rnandi, peralatan masak,
peralatan makar, air, listrik, kebersihan, dll

3. Scwa Rurnah Trmggu dilakukan dengan menggunakan
perjanjian Kontrak Sewa Rumah antara pemilik rumah
(PIHAK PERTAMA) dan lGpala Rrskesmas {PIHAK KEOUA}

BAB. Vtlt
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pa.sd 1 1

(1) Pengajuan klaim dilakukan setiap bulal oleh puskesmas dan /
Rumah Sakit ke Dinas Kesehata-n dengan kelengkapaa berkas /
klairn yang tel,ah ditetapkan! sebagaimana te.cantum d,ulr-f
Lampiran II yang merupakarl bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik Jampersal mengacu pada
capahrl indikat$ prograar {RL? Tahun 2O1i dan Renstra.
Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakal format laporan rutin
program se*rai penduan umurrr Sistens Inforr:oasi hshessras. X

(3) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaiJ
program kepada Dinas lGsehatan €etiap tanggal 5 bul.arr

berikutnya, dan Dinas Kesehatan menysmpail€n setiap tanggal 10

bulan berikutnya kepda Dinas Hesehatan provinsi. Ah-
(4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan tuporu(

Uiwulan kepada Sekrettris Da*ra& 3 ng .rn muat j€{!is kegiatan,

lokasi kegiatan, rea.lisasi keuangan, realisasi fisik dan

perraasalaharr dal2rn pelaksariaan Jampersal yang disaapaikan
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selambat-lambatn ya Z hai setelah akhir trivrulan dan selanjutnya
Sekretaris daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati
Tana Toraja menyampai.kan kompi.Iasi laporan SKPD kepada
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

(5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Kabupaten
menyampaikan laporan triwuran kepada Dinas Kesehatan provinsi

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggar an 2OlT.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 2 Jarruai, 2O7Z .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
tanggal 10 ]Ioverber 2017

ANA roRAJA, 4--

DEMUS BI GKANAE
o RI

Diundangkan di Makale
pada tanggal 10 Jov mber 2 017

PIt. SEKRET SD KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL E BURA

BERITA DAERAH UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 2?
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :2, TAHUN 2017
TANGGAL :10 lriovenber 201?
TENTANG : PEMANF.AATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2Oi7

TARIF JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT

KetJenis Pelayanan Tarif ( Rp.)
1 nan normal di fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama:
- Bidan
- Dokter

Persali

700.o00,-
800.000,-

2 Persalinarl Patologis
di tii S1Fa taS KeseanPelayan taIIha Tingkat
Pertama skePu ssma Poned

- Suntik
- Pasang Implan

Pelayanan KB Pasca Salin

IUD

15.000,_
100.o00,-
100.0004 haPelayanan ukarRuj kompada plikasi

bidarke dartan eoN natus
125.000,-

5 Ra ta Ina tp Tingka Pertama bu hamilbaCr
uses al Indikasi Medis

120.000 - 200.ooa

6 - Rujukan dari rumah tunggu kelahiran
atau dari Puskesmas ke pelayanan
kesehatar ruj ukan tingkat Sekunder/
Rumah Salit

a. < 10km
b.>10km

- Rujukan dari rumah sakit ke pelayanan
kesehatan ruj ukan tingkat tersier
a. Jarak 1 -10 km
b. Jarak 11 - 25 km
c. Diatas 25 km, tarif dasar 25 km, setiap

bertambah jarak 1 krn ditambahkan

Sewa mobilitas/
rujukan:

sarana transportasi

7 .A25 km

370.O00,-
68O.000,-

60.000,-
6000/km

7 Trarspor lokal atau perjalana! dinas petugas
kesehatan termasuk kader

a. Kiiteria wilayah desa biasa (<5 km)
b. lciteria wilayah desa terpencil (S-lO km)
c. Iciteria wilayah s8ngat terpencil (> 10 kE)

50.000,-
75.000,-

100.ooo
8

Sewa Rumah T\rnggu Kelahiran (RTK)
selama satu tahun

tahun

1.200.0OO/bulan
(selama 1

I Biaya makan minum lbu Hamit dan
selama di RTKdam

60.000/ Hari

fr2

No

9s0.000,-
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Keterangan

a Biaya-biaya Jaminan persalinan pada Fas,itas Kesehatar Tingkat
Pertama, Klaim persa.linan ini tidak harus dalam paket
(menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisal, misalnya KB
Pasca Salin

b. Besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan komplikasi
kehamilan, Pelayanan KB pasca Salin , maupun pelayanan rujukan
terencana tingkat lanjutan menggunakan tarif paket Indonesia Case
Base Group (NA CBG,S)

TANA TORA.IA, 0,
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPAII TANA TORA"IANOMOR : 25 TAHUN 2Ol7
TANGGAL : lO ltove er 2OiT
TENTANG : PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

PADA 
. 
pr_I4S KESEHATAN KABUPiTEN TANA

TORA.'A TAHUN ANGGARAN 2017.

rANA TORAJA, /2

NGKAN

NO KLAIM SEWA
RUMAH

KLAIM RUJUXAN KLAIM PERSALINAN
KLAIM

KONSUMSI
trTKPedanjia! Kontrak

Rumah
Surat T\.lgas PartogIaf Nota pesonan

dan nota
konta't

2 Kwitansi Surat Keteranga!
l^ahir

Kwitansi

3 Daftar penerimaan
sewa RfK

Kwitansi Resume Medis (Sectio)

4

5 Kartu KIV/KB bagi
ibu KB Pasca Salin

6 Surat Persetujuan
tinda.harl terEasuk
pemeriksaan SHK

7 Surat Kcteranga.n
Tidak Mampu

8 KTP dar KK

9 Kwiterlsi

DAMAR TELEIIGXAPAIT BERRAA KL/\I[ JAUIITAIT PERAALTI{AJT
PI'SXTTIIIAS DAIT RI'UIII 8AI'IT

I

Surat Rujukeir

Daftar penerimaan Identitas Ibu di Buku
KIA


